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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mengakomodir perkembangan kondisi dan
kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan
perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
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Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.
81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
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10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta
Pembentukan  Rancangan  Peraturan  Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
870);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1753);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753), diubah sebagai berikut:
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Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal

yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 9A

Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi tindakan
Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran Norma
Ketenagakerjaan.

Tahapan represif non yustisial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi
upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap
Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Ketenagakerjaan.

Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ meliputi upaya paksa
melalui lembaga pengadilan terhadap Norma
Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah

dilakukan tindakan represif non yustisial.

Pasal 9B

Pada pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu,

tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara

langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan

Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9.

Pelanggaran Norma  Ketenagakerjaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban
meninggal dunia, cacat sebagian, atau cacat
total tetap;

b. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang

menyebabkan korban meninggal dunia;
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pelanggaran norma pekerja anak yaitu
mempekerjakan anak tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelanggaran norma penggunaan Tenaga Kerja
Asing berupa tidak ada izin;

pelanggaran Norma Ketenagakerjaan lainnya
selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf d secara berulang; atau
melakukan perbuatan pelanggaran di bidang
Ketenagakerjaan yang menjadi perhatian

masyarakat luas.

(3) Selama tindakan represif yustisial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan

harus memerintahkan Pengusaha/Pengurus untuk:

a.
b.

memastikan dipenuhinya hak pekerja;
menghentikan pekerja anak dan/atau
memindahkan pekerja anak pada pekerjaan
yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

mengeluarkan Tenaga Kerja Asing dari lokasi
kerja dan membayar dana kompensasi serta
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Pengawas
Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi

untuk dilakukan tindakan keimigrasian.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

(1) Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:

a.

memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau
tempat-tempat yang diduga dilakukannya
pekerjaan; dan

melakukan pemanggilan kepada Pengusaha

atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan
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